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Eyes on the Forest (EoF) adalah sebuah koalisi LSM lingkungan hidup di Riau, Sumatra:  
Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Alam Riau), WALHI Daerah Riau, dan WWF-Indonesia, Program Riau.  

EoF memantau status hutan alam yang tersisa di Propinsi Riau, Sumatra dan  
menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia.  

Untuk mendapatkan berita lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi: http://www.eyesontheforest.or.id 
Email: editor(at)eyesontheforest.or.id 
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  Sampul depan 
 

Foto atas: Tumpukan kayu tropis campuran dari hasil penebangan hutan alam oleh  PT. 
Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), anak perusahaan penyuplai kayu bagi Asia Pacific 
Resources International Limited (APRIL). Foto diambil di Semenanjung Kampar di Riau 
oleh Eyes on the Forest dengan posisi N0°20'18.29" E102°46'5.88" pada 21 Februari 
2012.  
 
Foto  kiri:  Penebangan  hutan  alam  oleh  penyuplai  kayu  APRIL,  PT.  Triomas  FDI,  di  
Semenanjung Kampar. Foto diambil oleh Eyes on the Forest pada 30 Mei 2012.  
 
Foto kanan: Pembukaan kanal gambut dan tumpukan kayu tropis campuran yang 
ditebangi dari hutan Semenanjung Kampar oleh penyuplai kayu APRIL dan anak 
perusahaannya, PT. RAPP. Sejumlah pohon ramin yang dilindungi CITES “diselamatkan” 
dan  masih  berdiri.  Foto  diambil  oleh  Eyes  on  the  Forest  pada  posisi  No17’52.36” 
E102o43’22.29” pada 10 Februari 2012. 
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Ringkasan 
 

 Meskipun sudah berbisnis selama 17 tahun dan memiliki akses kepada 
konsesi-konsesi pemasok kayu pulp mencakup 10 persen daratan provinsi 
Riau (940.000 hektar), APRIL masih terus mengandalkan penebangan hutan 
alam untuk bisnis pulp hingga saat ini, di akhir tahun 2012. Komitmen publik 
APRIL untuk kelestarian dan menerapkan operasi bebas serat alam setelah 
2009 hanyalah omongan pedagang; green-washing untuk memenangi kembali 
hati para pelanggan yang telah meninggalkan perusahaan karena catatan 
kelestariannya yang buruk. Apapun pernyataan soal kelestarian lingkungan 
yang dibuat oleh APRIL saat ini haruslah dilihat dengan tingkat skeptis setinggi 
mungkin dan seharusnya tidak dimbil nilai nominalnya saja.  
 

 Setidaknya 140.000 hektar hutan alam telah hilang di semua konsesi 
penyuplai APRIL antara 2008/2009 dan 27 persen dari total kehilangan hutan 
antara 2008/2009 dan 2011.  
 

 APRIL diketahui telah menghancurkan kayu hutan alam dari konsesi-konsesi 
yang izinnya dikeluarkan lewat praktek korupsi. Sepuluh dari duabelas 
pemasok kayu APRIL yang beroperasi di kawasan utama pasokan kayu 
perusahaan, yakni di Semenanjung Kampar dengan gambut dalam, yang 
memperoleh izin-izin mereka dari bupati Siak dan bupati Pelalawan. Keduanya 
didakwa dalam kasus-kasus korupsi yang dahsyat dimana mereka 
mengeluarkan izin-izin dan saat ini dipenjara. Para pemasok APRIL juga 
menerima izin penebangan tahunan dari tiga Kepala Dinas Kehutanan Riau 
yang akhirnya dihukum penjara akibat korupsi oleh pengadilan tindak pidana 
korupsi. 
 

 Para  pemasok  kayu  APRIL  diyakini  telah  menebangi  hutan  alam  di  dalam  
“Kawasan perlindungan nasional” yang melanggar Peraturan Pemerintah 
Nomor 26 tahun 2008. Majalah TEMPO melaporkan bahwa Kementerian 
Lingkungan Hidup merencanakan gugatan terhadap 14 perusahaan, 
sebagiannya, enam perusahaan adalah pemasok kayu APRIL akibat dugaan 
mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Sebelumnya, Satuan Tugas 
Pemberantasan Mafia Hukum –yang sudah dibubarkan- memperkirakan 
bahwa 14 perusahaan digugat karena mengakibatkan kerugian negara 
sebesar Rp 2,067 triliun (217 milyar dolar AS). 

 
 APRIL kehilangan sertifikat sementaranya dari FSC, Controlled Wood, akibat 

ketidakpatuhan pada 2010 setelah diaudit oleh Ranforest Alliance. Pemasok 
kayu APRIL, PT Sumatera Riang Lestari ditolak memperoleh sertifikasi Sistem 
Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) pada Mei 2011 oleh auditor PT Sarbi 
International Certification dan hanya menerima sertifikasi separuh bagi 
blok-blok konsesi pilihan setelah perusahaan itu mengajukan penilaian ulang 
dengan mengeluarkan dua blok yang gagal lulus verifikasi legalitas. 

 
 Penebangan hutan rawa gambut dalam di Semenanjung Kampar dan 

pulau-pulau di pantai Riau telah menghasilkan konflik sosial sangat lama, 
meluas dan banyak diekspos media yang melibatkan masyarakat tempatan 
melawan perusahaan pemasok kayu APRIL termasuk kelompok korporat PT 
RAPP dan PT SRL. Isu-isu terfokus pada hilangnya kontrol terhadap hutan yang 
dimiliki masyarakat secara tradisional dan perusakan lahan dan sumber daya 
alam. Protes putus asa oleh masyarakat Pulau Padang yang menjahit mulut 
mereka pada Januari 2012 menghentikan operasi PT RAPP di konsesi mereka di 
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sana.  
 

 Strategi pasokan kayu perusahaan APRIL tampaknya berdasarkan produksi di 
lahan gambut dimana 69 persen dari kawasan konsesinya terletak. Akselerasi 
APRIL pada pembukaan kanal gambut dan menghancurkan hutan gambut 
sepertinya mengakibatkan peningkatan emisi Gas Rumah Kaca sangat lama 
dan tajam dari lansekap dan dengan demikian tampak seperti tamparan 
kepada wajah Presiden Indonesia dengan komitmen globalnya bagi 
pengurangan emisi yang menonjol.  
 

 Sejak 2005, APRIL menjanjikan para pembelinya, investor dan masyarakat 
luas bahwa perusahaan akan melindungi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi. 
Kebanyakan dari hutan alam yang ditebangi oleh pemasok kayu APRIL sejak 
2009 sepertinya termasuk dari Hutan Bernilai Konservasi Tinggi. Hutan-hutan 
ini merupakan habitat potensial bagi harimau dan gajah Sumatera yang sangat 
langka dan “sektor eko-flora” yang langka.  
 

 APRIL tampaknya mempertimbangkan konversi jangkauan luas hutan tropis 
sebagai praktek bisnis mendasar: “Ini terkait pada keterlibatan langsung atau 
tak langsung pada konversi signifikan hutan menjadi perkebunan, yang 
merupakan langkah mendasar bagi APRIL Indonesia dalam proses kami 
membangun pasokan serat perkebunan yang diperbarui..”  
 

 Eyes on the Forest mengimbau APRIL/RGE menghentikan penghancuran 
gambut dan penghancuran hutan alam dan tidak menambah kapasitas produksi 
pulp hingga pasokan kayu lestari telah diverifikasi oleh pihak ketiga yang 
independen.  

 
 Eyes on the Forest merekomendasikan bahwa pembeli APRIL dan  mitra bisnis 

lainnya menghindari dikaitkan dengan penghancuran hutan tropis dan gambut 
oleh APRIL serta perusahaan bisnis terkait dengannya, dan tidak membiarkan 
diri mereka terjebak oleh kampanye green-washing oleh perusahaan itu. 
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Pendahuluan: 
Bisnis seperti deforestasi dan penghancuran gambut biasa oleh 
APRIL 
 
APRIL (Asia Pacific Resources International Limited1) dari grup Royal Golden Eagle2 adalah 
satu perusahaan ingapura dengan pabrik pulp dan kertas di Indonesia dan Cina. Pada 2011, 
APRIL menganggap pabriknya di Riau, Sumatera adalah pabrik terbesar di dunia dengan 
produksi pulp sebesar 3,5 juta ton pada tahun 20113. APRIL mulai memproduksi pulp secara 
komersial pada tahun 1995. APRIL berfokus pada penjualan bubur kertas secara global 
tetapi  juga  mulai  memproduksi  kertas  pada  tahun  19984. Produk unggulannya adalah 
"PaperOne" merek kertas kantor 5 . UPM-Kymmene 6 ,  7  dan Fuji Xerox 8 ,  9  merupakan 
beberapa dari pelanggan perusahaan yang paling menonjol sebelum mereka membatalkan 
kontrak mereka karena dipublikasikannya laporan atas perusakan hutan hujan tropis secara 
sembarangan oleh APRIL10. 

Pada tahun 2004, APRIL mengiklankan secara global bahwa dirinya akan bebas dari 
kayu hutan alam pada tahun 2009: "Hingga tahun 2009 kami akan memiliki cukup 
akasia dari perkebunan kayu serat kami dan mitra kami untuk memproduksi 2 juta ton 
pulp yang merupakan kapasitas produksi pabrik kami.”11 

Namun, terlepas dari komitmen publik, Eyes on the Forest12, 13 melaporkan pada 2010 
bahwa pemasok kayu APRIL telah mengajukan dan menerima “izin-izin penebangan 
tahunan (RKT)” yang baru pada 2009 dan 2010. Izin-izin yang memperbolehkan pemasok 
APRIL untuk: 

 
 Menebang masing-masing 74.099 dan 71.125 hektar hutan alam tropis. Angka-angka 

ini menunjukkan dahsyatnya kegiatan penggundulan hutan APRIL. Izin setiap tahunnya 
memperbolehkan perusahaan untuk konversi hutan jadi pulp di  suatu wilayah hutan 
tropis yang ukurannya lebih besar daripada keseluruhan luas negara Singapura, tempat  
kegiatan APRIL bermarkas. 

 Menebang hutan tropis dengan rata-rata panenan kayu resmi masing-masing 118 dan 
90 m3/ha. Panenan tersebut membuktikan bahwa APRIL tidak menebang lahan marjinal 
tapi hutan alam yang bagus, yang apabila dilindungi dan diberi kesempatan untuk 
menempati lahan, memiliki potensi yang kuat untuk menyerap karbon. 

 Memanen masing-masing 8,5 dan 6,3 juta m3 kayu  keras  tropis  campuran  (MTH).  
Volume ini menunjukkan ketergantungan mutlak kegiatan APRIL pada penggundulan 
hutan hingga saat ini. Jumlah tersebut mewakili 84% dan 50% dari kebutuhan bahan 
baku pabrik APRIL di Riau, dengan asumsi bahwa pabrik masih memproduksi dua juta 
ton pulp per tahun pada saat itu.  

 
Tahun 2010 juga merupakan tahun ketika Rainforest Alliance membatalkan sertifikat "Kayu 
Terkontrol FSC" APRIL untuk sementara atas ketidakpatuhan APRIL dan saat APRIL memilih 
untuk tidak melanjutkan lagi proses itu bahkan terus membuka lahan gambut dan menebangi 
HCVF potensial tanpa penilaian yang tepat pada tempatnya14, 15, 16. 
 
Meskipun sekarang ini telah berbisnis selama 17 tahun dan memiliki akses ke konsesi 
pasokan kayu pulp yang mencakup lebih dari 10 persen luas daratan provinsi Riau (940.000 
hektar), APRIL terus mengandalkan pada penebangan hutan alam bagi bisnis pulpnya. 
Indonesian Working Group on Forest Finance (IWGFF, Kelompok Kerja Keuangan Kehutanan 
Indonesia) melaporkan bahwa APRIL dan pesaingnya Asia Pulp & Paper (APP) 
menghancurkan lebih banyak kayu hutan alam daripada serat perkebunan yang mereka 
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tanam di provinsi Riau akhir 201117. Hal ini berarti komitmen publik APRIL untuk kegiatan 
lestari yang bebas dari serat alami setelah 2009 hanyalah omongan penjual, green-washing 
untuk memenangi kembali hati para pelanggan yang telah meninggalkan perusahaan karena 
catatan kelestariannya yang buruk dan pelanggan yang pada umumnya telah menghindari 
produk kertas Indonesia untuk alasan yang sama. Setiap pernyataan atas pelestarian 
lingkungan yang dibuat oleh APRIL saat ini harus dipandang dengan tingkat skeptis 
setinggi mungkin dan tidak boleh diambil nilai nominalnya saja18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigasi Eyes on the Forest soal operasi APRIL 
 
 
Di tengah laporan konflik sosial dan penebangan hutan lahan gambut dalam yang berlanjut, 
yang dianggap terlarang oleh instansi pemerintah, Eyes on the Forest memutuskan untuk 
memperbaharui status kegiatan APRIL di Riau sejak tahun 2009. Eyes on the Forest 
menganalisa informasi izin penebangan tahunan, hasil-hasil investigasi lapangan, dan 
informasi tutupan hutan berdasarkan citra satelit yang diambil antara 2009 dan November 
2012 (Peta 1). 
 
Berdasarkan analisa citra satelit, setidaknya 140.000 hektar hutan alam telah hilang di 
semua konsesi pemasok APRIL antara 2008/2009 (berdasarkan pada mozaik citra Landsat 
yang diperoleh pada 2008 dan 2009) dan 2011 di Riau (Peta 1).  Angka ini mendekati total 
luas kawasan hutan alam yang mendapat izin penebangan tahunan (Rencana Kerja 
Tahunan/RKT) yang diterbitkan pada 2009 dan 2010 yang diperbolehkan untuk ditebangi. 
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Peta 1. Konsesi-konsesi pemasok kayu APRIL di provinsi Riau dan hilangnya hutan antara 
2008/2009 dan 2011. Konses-konsesii yang ditandai dengan batas merah dan tanda bintang 
(*) terus menebangi hutan alam setelah 2009 berdasarkan izin penebangan tahunan (RKT) 
dan analisis citra satelit. Kedalaman gambut di kawasan yang gundul selama masa kajian 
ditandai dengan warna (lihat Bab 4).  
 
 
Eyes on the Forest menemukan sejumlah masalah dasar yang sama diulang di banyak 
kawasan yang hutannya ditebangi dan kemudian laporan ini menyusun sebagai berikut: 
1. Penebangan hutan di kawasan dengan izin konsesi yang dipertanyakan 

legalitasnya, termasuk yang diperoleh dari pejabat yang didakwa atau disidang 
karena kasus korupsi.  

2. Penebangan hutan yang merupakan pelanggaran peraturan pemerintah soal 
rencana tata ruang dan di dalam “kawasan moratorium deforestasi” Indonesia. 

3. Penebangan hutan yang menyebabkan konflik sosial yang berlangsung lama. 
4. Model bisnis berdasarkan emisi gas rumah kaca dari pembukaan gambut yang 

berlanjut. 
5. Perusakan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF). 
 
Sebagian besar dari kasus yang diidentifikasi dalam kegiatan pada dua pemasok terbesar 
APRIL, perusahaan unggulan yang telah lama didirikan, yakni PT. Riau Andalan Pulp & Paper 
(RAPP) dan yang relatif baru PT. Sumatera Riang Lestari (SRL), yang menurut dugaan 
dipegang oleh pendiri dan pemimpin APRIL Sukanto Tanoto19, 20. Kedua perusahaan tersebut 
diizinkan untuk memanen 54% dan 85% dari total kayu keras tropis campuran (MTH) APRIL 
yang diperbolehkan untuk diolah oleh izin penebangan tahunan 2009 dan 2010. 
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1. Penebangan hutan di kawasan-kawasan dengan izin konsesi yang 
dipertanyakan keabsahannya, termasuk mereka yang diperoleh dari 
pejabat-pejabat terdakwa dan disidang karena kasus korupsi  

 
Semenanjung Kampar seluas 700.000 hektar di bagian timur-laut Riau (Peta 1) memiliki 
salah satu konsentrasi terbesar hutan dan karbon gambut di dunia dan perlindungannya 
sangat penting bagi Indonesia untuk dapat memenuhi komitmen publik soal tujuan 
pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)21, 22. Kampar dianggap sebagai daerah konservasi 
utama oleh banyak LSM dan Pemerintah Indonesia23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 
 
Disamping nilai pentingnya, APRIL memilih Semenanjung Kampar sebagai wilayah pasokan 
kayu utamanya karena kedekatannya dengan pabrik besar pulp PT. RAPP, yang juga dikenal 
sebagai "Riaupulp" (Peta 1). Selama bertahun-tahun, PT. RAPP, anak perusahaan APRIL, dan 
sebelas pemasok kayu afiliasinya mengajukan izin konsesi untuk lebih dari sepertiga luas 
Kampar yang hampir seluruhnya ditutupi hutan tropis lebat, akhirnya memperoleh izin (Peta 
2), dan kemudian menebangi daerah hutan tersebut untuk memasok kayu alam campuran ke 
pabrik Riaupulp. Untuk mengangkut kayu gelondongan ke pabriknya dan untuk mengangkut 
pulpnya ke pelabuhan, APRIL juga membangun jalan logging yang merusak secara ekologis 
yang membelah ekosistem gambut di Semenanjung Kampar menjadi terbelah dua30

. 

 

 Peta 2. Konsesi-konsesi 
pemasok APRIL di Semenanjung Kampar. Konsesi-konsesi anak perusahaan APRIL, PT. RAPP, 
ditunjukkan dengan batas oranye (termasuk satu blok di Pulau Padang di luar semenanjung), 
konsesi-konsesi sepuluh pemasok terafiliasi yang memperoleh izin dari dua bupati yang telah 
dipenjarakan  ditunjukkan dengan batas merah, sebuah konsesi tambahan pemasok 
terafiliasi ditunjukkan dengan batas kuning.  
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Selain di Kampar, sejak tahun 2009 APRIL telah mengeruk kayu alam (MTH) dalam volume 
besar dari hutan gambut dalam di Kerumutan dan dari pulau-pulau di pesisir Kabupaten 
Meranti Riau, yang sampai saat itu sudah terselamatkan dari penebangan hutan oleh industri 
kertas (Peta 1). 
 
Izin-izin yang mendasari para pemasok kayu APRIL yang menebangi lahan gambut dalam di 
Kampar, Kerumutan dan kepulauan Meranti tampaknya sangat dipertanyakan karena 
serangkaian penyimpangan, yaitu: 
 

 APRIL sengaja melumat kayu hutan alam dari konsesi yang izinnya 
diterbitkan melalui praktek korupsi. 
 
Sepuluh dari dua belas pemasok kayu APRIL di Kampar memperoleh izin mereka pada 
tahun 2002 dan dan 2003 dari Bupati Siak dan Bupati Pelalawan, otoritas yang 
mengatur Semenanjung Kampar. Kedua pejabat pemerintah tersebut telah divonis 
dalam kasus berprofil tinggi atas praktek-praktek korupsi dalam penerbitan izin 
tersebut dan saat ini sedang dipenjara (konsesi-konsesi bernomor merah dengan 
batas merah di Peta) 31 . Sebagian dari pemasok juga menerima izin penebangan 
tahunan dari tiga Kepala Dinas Kehutanan yang sudah dihukum penjara akibat terbukti 
melakukan korupsi32, 33. 
 
Citra-citra satelit menunjukkan bahwa pemasok-pemasok APRIL, PT. Uniseraya dan PT. 
Triomas FDI (nomor 9 dan 10 di Peta 2), menggunduli hutan di konsesi mereka hingga 
akhir 2012 (Peta 3). Pada lanskap Kerumutan yang berdekatan, lima dari tujuh 
pemasok juga menerima izin mereka dari Bupati Pelalawan yang sedang dipenjara dan 
memasok kayu hutan alam ke APRIL. Satu pemasok tambahan (PT. Mitra Kembang 
Selaras) menerima izin dari Bupati Indragiri Hulu kabupaten yang pernah diperiksa 
oleh penyidik KPK tiga tahun silam atas tuduhan praktek korupsi serupa. Perusahaan 
ini terus menebangi hutan alam di daerah tersebut hingga akhir 201034. 
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Peta 3. Citra satelit Landsat antara tahun 2006 dan 2012 menunjukkan penebangan 
hutan alam oleh dua pemasok terafiliasi (9. PT. Uniseraya and 10. Triomas FDI) yang 
menerima izin-izin dari mantan bupati Pelalawan yang dihukum penjara, Tengku Azmun 
Jaafar. 
 

 Pemasok kayu APRIL, PT. SRL menerima izin konsesi yang dipertanyakan 
keabsahannya.  
Beberapa laporan investigasi yang diterbitkan oleh Eyes on the Forest mendukung bahwa 
izin PT SRL meragukan35, 36, 37, 38, 39. Namun, terlepas dari penyimpangan tersebut, PT. 
SRL tampaknya telah menyelesaikan sebagian besar dari penebangan hutan yang 
direncanakan di dalam konsesinya (Peta 4). 
 

 
 
 
Peta 4. 

Penebangan 
hutan alam 
oleh PT. 

Sumatera 
Riang Lestari, 

pemasok 
terbesar 

kedua APRIL 
saat ini. 
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2. Penebangan hutan merupakan pelanggaran peraturan Pemerintah 
soal rencana tata ruang dan di dalam “kawasan moratorium 
deforestasi” Indonesia  
 

Berdasarkan analisis data tutupan hutan WWF-Indonesia, data luas/kedalaman gambut oleh 
Wahyunto et al. (2003), Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Nasional dan citra satelit Landsat yang diambil antara 2009 hingga 2012 (Peta 1, 8), 
Eyes on the Forest menemukan bahwa para pemasok kayu APRIL menebangi hutan alam:  
 

 
 Di dalam "Kawasan Hutan Lindung Nasional" yang melanggar Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasionali. 
[Berlaku untuk sebagian besar hutan alam yang ditebang oleh para pemasok APRIL 
sejak 2009, termasuk dua pemasok terbesar APRIL, PT SRL (Peta 4), PT. RAPP (Peta 
6,7,8). 
 

 Di dalam "kawasan moratorium" melanggar Keputusan Menteri Kehutanan 
Nomor 323/Menhut-II/2011, tertanggal 17 Juni 2011 tentang "Penetapan 
Peta Indikatif tentang Penangguhan Pemberian Izin Baru untuk Pemanfaatan 
Hutan, Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Konversi Kawasan Hutan dan 
Penggunaan Lain"40, 41. Hutan alam pada konsesi Pulau Rupat milik PT. Sumatera 
Riang Lestari ditebang pada tahun 2011 (Peta 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                       
i Peraturan ini menetapkan bahwa lahan gambut dengan kedalaman gambut 3 meter atau lebih yang terletak 
di hulu sungai atau rawa dianggap sebagai "Kawasan Hutan Lindung Nasional.” 
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Peta 5. Antara tahun 2009 dan 2012, pemasok-pemasok kayu APRIL yang ditunjukkan 
disini menebangi hutan alam di dalam “Kawasan Lindungan Nasional” yang ditetapkan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008. Untuk kekhususan dalam kawasan 
dan perluasan penebangan hutan alam di konsesi-konsesi kunci, lihat peta detil yang 
dirujuk. Tiga dari konsesi yang disorot adalah termasuk dari “14 besar” pemasok APRIL 
dan APP yang oleh Kementerian Kehutanan sedang mempersiapkan untuk gugatan.  

 
 

Berdasarkan informasi yang diterbitkan oleh majalah TEMPO di Indonesia, Kementerian 
Lingkungan Hidup Indonesia berencana mengajukan gugatan perdata terhadap 14 
perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan hidup, yang diperkirakan oleh 
Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum telah merugikan negara lebih dari 2 triliun 
rupiah(US$ 225 miliar) 42, 43. Enam pemasok kayu APRIL termasuk dalam 14 perusahaan 
tersebut: tiga pemasok yang telah selesai menebangi hutan pada tahun 2009ii dan tiga 
pemasok yang terus menebangi hutan alam setelah tahun 2009iii (Peta 5). 
 
PT. Sumatera Riang Lestari mencoba untuk mendapatkan sertifikasi Sistem Verifikasi 
Legalitas Kayu (SVLK/Timber Legality Verification System) untuk sekitar 220.000 hektar 
lahan di Riau dan Sumatera Utara. Namun, pada bulan Mei 2011, auditor (PT. Sarbi 
International Certification) memutuskan untuk tidak memberikannya karena perusahaan 
tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pengelolaan hutan 
lestari dan masalah-masalah sosial44, 45. Pemasok APRIL kemudian mengajukan penilaian 
ulang dengan mengeluarkan blok-blok yang tidak lulus verifikasi legalitas. Auditor 
menerbitkan sertifikat SVLK untuk blok-blok tersisa46, 47. Eyes on the Forest kemudian 
menyimpulkan bahwa produksi pulp APRIL berkemungkinan dicemari agaknya dengan 
pasokan ilegal, pasokan dimana sistem sertifikasi legalitas resmi Pemerintah Indonesia 
pun menolak menerbitkan satu sertifikatnya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
ii PT. Madukoro, PT. Merbau Pelalawan Lestari dan PT. Nusa Prima Manunggal 
iii PT. Mitra Kembang Selaras, PT. Citra Sumber Sejahtera dan PT. Bukit Batabuh Sei Indah 
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Peta 6. Citra satelit Landsat hingga 2012 menunjukkan penebangan hutan alam oleh 
PT. RAPP di Blok Sungai Kampar. Pada prinsipnya, hijau tua menunjukkan hutan alam, 
merah muda menunjukkan lahan setelah mengalami penggundulan hutan, hijau muda 
menunjukkan perkebunan, putih menunjukkan awan. 
 
 
 

Pada tahun 2010 
penebangan hutan alam 
dimulai di sini. 

Penebangan hutan alam yang 
direncanakan tampak telah selesai. 

Tahun 2009 penebangan hutan alam (merah 
muda) dimulai di sini. Sisa konsesi hampir 
sepenuhnya ditutupi hutan gambut lebat. 
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Peta 7. Citra Satelit Landsat menunjukkan penebangan hutan alam oleh PT. RAPP  
di blok Tasik Belat. 
 

 
 
  
 
Peta 8. Penebangan hutan alam oleh PT. RAPP 
di Pulau Padang. Perusahaan tampaknya telah 
berhenti menebangi hutan untuk saat ini, tidak 
ada kegiatan penggundulan hutan baru 
terdeteksi pada citra satelit yang diambil setelah 
tanggal 30 Desember 2011. Konflik sosial yang 
parah dengan penduduk setempat atas kegiatan 
penggundulan hutan APRIL di pulau ini telah 
dilaporkan secara luas di media (lihat Bab 3) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tidak terlihat adanya penebangan hutan 

Terlihat adanya penebangan hutan dalam skala besar 
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1. Penebangan hutan yang menyebabkan konflik sosial yang 

berlangsung lama  
 
Penebangan yang hutan rawa gambut dalam di Semenanjung Kampar Riau dan pulau-pulau 
di pesisir Riau telah menimbulkan konflik sosial dengan cakupan yang luas dan berlangsung 
lama antara masyarakat lokal dan LSM dengan para pemasok kayu APRIL, termasuk andalan 
perusahaan PT. RAPP dan PT. Sumatera Riang Lestari (SRL). Masalah-masalah yang serupa 
meliputi, kehilangan kontrol atas hutan dan lahan yang masih dimiliki secara tradisional dan 
penurunan kualitas sumber daya alam. Masyarakat dan LSM juga mengkhawatirkan tentang 
penurunan lahan gambut dan banjir yang akan melanda tanaman serta intrusi air laut akibat 
kegiatan perusahaan48, 49. 
 
Pada Lampiran 1, Eyes on the Forest mencatat banyak tindakan utama yang dilakukan oleh 
berbagai masyarakat dan LSM sejak tahun 2009 terhadap pemerintah yang mengeluarkan 
izin dan kepada para pemasok APRIL yang terus melakukan penebangan hutan alam dan 
pengurasan lahan gambut. Sebuah protes keputus-asaan dengan menjahit mulut dilakukan 
oleh penduduk Pulau Padang pada Januari 2012 (foto 1) berhasil menghentikan kegiatan PT. 
RAPP di konsesi tersebut sejak saat itu. Pada konsesi lain, PT. RAPP dan PT. SRL melanjutkan 
kegiatannya dan masyarakat melanjutkan protesnya.  

 
 
 
 

 
 

Foto 1. Warga Pulau Padang menggelar demonstrasi dengan menjahit mulut untuk 
memprotes kegiatan PT. RAPP yang beroperasi di pulau mereka, Desember 2011.  
Foto oleh Tribunnews.com50. 
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Foto 2. Masyarakat Teluk Meranti memprotes kegiatan PT. RAPP, spanduk kuning berbunyi 
"cabut izin HTI (hutan tanaman industri) RAPP ". Tiga foto di bagian kiri depan adalah Direktur 
APRIL Sukanto Tanoto, Presiden Yudhoyono dan MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan yang 
mengeluarkan izin pada tahun 200951. 

 
 
 

1. Model bisnis menghasilkan emisi GRK dari praktek pembukaan lahan 
gambut yang terus berlanjut  

 
Pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah 
kacanya (Green-House Gas/GHG) antara 26 dan bahkan 41% pada tahun 2020 yang berfokus 
pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan serta lahan gambut tropis52. 
Pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menandatangani Surat Pernyataan 
Kehendak (Letter of Intent) untuk membentuk kemitraan "untuk berkontribusi bagi 
pengurangan yang signifikan dari emisi gas rumah kaca dari deforestasi hutan, degradasi 
hutan dan konversi lahan gambut"53, 54. Di Indonesia, satuan tugas REDD+ memilih Riau, 
Sumatera - provinsi dengan emisi gas rumah kaca tertinggi di negara ini55- sebagai salah satu 
kandidat untuk menjadi provinsi percontohan REDD+ di bawah perjanjian 
Indonesia-Norwegia. 
 
Pembukaan gambut skala besar, penebangan hutan alam dan  pengelolaan perkebunan di 
lahan gambut menyebabkan emisi CO2 yang besar, takterbalikkan secara terus-menerus yang 
pada akhirnya mengarah pada runtuhnya ekosistem gambut secara keseluruhan dan 
menghentikan semua kegiatan, membuat produksi kayu pulp pada tanah gambut menjadi 
tidak lestari56, 57, 58. WWF-Indonesia memperkirakan bahwa pencapaian emisi "nol" sebesar 
1,7 juta hektar lahan gambut dalam di Kampar dan lansekap Kerumutan yang berdekatan, di 
Riau, yang mungkin dapat berkontribusi lebih dari 50 persen dari tujuan menuju 26 persen 
pengurangan emisi Indonesia59. 
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Namun, strategi perusahaan pemasok kayu APRIL didasarkan pada produksi pada lahan 
gambut di mana 69% wilayah konsesinya berada. Percepatan pembukaan lahan gambut 
APRIL dan penghancuran hutan gambut di Kampar dan Kerumutan pada tahun 2009 (Peta 1) 
sepertinya yang sangat meningkatkan emisi gas rumah kaca lanskap jangka panjang yang 
muncul seperti tamparan di wajah Presiden atas komitmen global Indonesia untuk 
pengurangan emisi secara dramatis.  
 
 
Hal ini menempatkan semua klaim pelestarian dari anak perusahaan menjadi pertanyaan 
yang sangat serius. Sangat menarik untuk dicatat bahwa sebuah perusahaan dengan seperti 
model utama bisnisnya yang tidak lestari secara prinsip bisa terpilih sebagai anggota World 
Business Council on Sustainable Development (Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan 
Lestari)60. 

 
 

2. Perusakan Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation 
Value Forests/HCVF)   

 
Sejak tahun 2005, APRIL telah berjanji kepada para pembeli, investor dan masyarakat umum 
bahwa perusahaan akan melindungi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation 
Value Forests/HCVF) setelah mereka secara profesional dan independen diidentifikasikan 
telah mengikuti HCVF Toolkit untuk Indonesia yang didorong oleh para pemangku 
kepentingan61.  
 
Untuk mengimplementasikan janji tersebut, para pemasok APRIL harus menjalani penilaian 
Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Values/HCV) dari komisi independen untuk 
melakukan konsultasi multipihak dengan para pemangku kepentingan untuk pengesahan 
temuan dan "rencana penebangan hutan"- sebelum membangun infrastruktur, pembukaan 
lahan gambut dan penebangan pohon 62 . Perusahaan tidak melakukan hal ini padahal 
diwajibkan.  
 
Sebaliknya perusahaan berfokus pada kampanye hubungan masyarakat mencoba untuk 
melakukan greenwash pada kegiatan penggundulan hutan berskala besar mereka. Sebagai 
contoh, sampai penulisan laporan ini, APRIL melaporkan pada halaman web bahwa dirinya 
bekerja sama dengan WWF dalam penilaian HCV-nya63. Hal ini tidak benar. WWF telah 
terus-menerus mengkritik APRIL atas penggundulan hutan sembarangannya64. Pada saat 
APRIL melakukan apa yang disebutnya sebagai penilaian HCVF tanpa konsultasi dengan 
pemangku kepentingan di 13 konsesiiv pada tahun 2006 untuk membenarkan penebangan 
hutan yang berlanjut, WWF membantah delineasi "HCVF" perusahaan dan keberatan dengan 
penebangan hutan alam yang diyakini WWF merupakan HCVF. Tapi bukannya terlibat dalam 
dialog multipihak dengan para pemangku kepentingan, para pemasok APRIL malah 
melanjutkan penebangan hutan mereka, bahkan menebang beberapa blok “HCVF” yang 
diidentifikasikan sendiri oleh perusahaan65.   
 
Praktek-praktek tersebut berlanjut hingga saat ini 
 
Untuk mendapatkan sertifikat Kayu Terkontrol FSC, APRIL, pada bulan Agustus 2008, 
telah menandatangani kontrak dengan Rainforest Alliance’s SmartWood Program (RA / 
SW) yang mencakup ketentuan untuk tidak menebang semua hutan alam dimana tidak 
ada penilaian HCVF profesional dilakukan atau dimana delineasi HCVF perusahaan 
ditentang oleh para pemangku kepentingan 66 . Pada bulan Desember 2008, Divisi 
                                                       
iv PT. Bina Daya Bintara, PT. Rimba Mutiara Permai, PT. Mitra Taninusa Sejati, PT. Bukit Raya Pelalawan, PT. 

Merbau Pelalawan Lestari, PT. Mitra Kembang Selaras, PT. Madukoro, PT. Harapan Jaya, PT. Bukit Batabu 
Sei Indah, PT. Citra Sumber Sejahtera, PT. Uniseraya dan PT. Triomas FDI. 
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Kehutanan PT RAPP APRIL menerima sertifikat Kayu Terkontrol FSC interim untuk fasilitas 
manufaktur mereka dan sebagian perkebunan serat mereka yang sudah ada. Namun, 
pada bulan April 2010, Rainforest Alliance menghentikan sertifikat interim tersebut67. 
Keputusan tersebut didasarkan pada audit RA/SW tahun 2009 yang menemukan 
ketidaksesuaian kegiatan April dengan persyaratan Kayu Terkontrol FSC, serta dengan 
ketentuan-ketentuan kontrak lainnya yang telah disepakati68. RA/SW memberikan dua 
tenggat waktu bagi APRIL untuk kembali memulai aktivitas audit Kayu Terkontrol FSC 
dan HCVF yang diperlukan untuk memulihkan sertifikat FSC CW69. Namun, APRIL memilih 
untuk melewatkan kedua tenggat waktu tersebut. 
 
Komentar APRIL atas suspensi perusahaan mengakui dua fakta penting: (1) Interpretasi 
perusahaan APRIL sendiri atas HCVF tidak ada dalam kesepakatan dengan asesor FSC 
resmi RA/SW: "Penghentian terutama terkait dengan kedua organisasi yang tidak mampu 
untuk menyetujui pemahaman umum akan definisi Hutan Bernilai Konservasi Tinggi... ", 
dan (2) APRIL menganggap konversi hutan tropis yang membentang lebar sebagai 
praktik bisnis yang penting:"Hal ini terkait dengan keterlibatan langsung atau tidak 
langsung dalam konversi yang signifikan dari hutan menjadi perkebunan, yang 
merupakan langkah penting untuk APRIL Indonesia dalam proses kami dalam 
membangun pasokan serat tanaman lestari...”70 
 
LSM Belanda Tropenbos, yang dikontrak oleh APRIL untuk melakukan penilaian HCV di 
Semenanjung Kampar, menyatakan pada konsultasi publik Mei 2010 bahwa semua hutan 
alam di  Kampar adalah HCVF71 tapi kemudian melanjutkan untuk merekomendasikan 
bahwa perusahaan dapat menebang sebagian besar dari hutan tersebut. PT. RAPP hampir 
selesai menebangi konsesinya di Tasik Belat dan Sungai Kampar di Kampar (Peta 3, 4) di 
mana, menurut Forest Peoples Program, "hanya proses penilaian HCV yang terpotong 
dan sangat awal yang telah dilakukan oleh Tropenbos kesimpulan yang telah 
dipersengketakan oleh masyarakat"72. Jaringan LSM setempat Jikalahari dan Greenpeace 
mengomentari laporan HCVF Tropenbos bahwa " penilaian Tropenbos ini berfungsi untuk 
mencoba dan melegitimasi konversi yang sedang berlangsung pada jumlah besar hutan 
di Kampar, sementara menyisihkan bidang lahan minimal 'HCV'" 73 . Tampaknya 
masyarakat sipil Indonesia merasa bahwa Tropenbos telah menjadi wali APRIL untuk 
menjadi cap stempel mengesahkan pembukaan dan penggundulan hutan lahan 
gambutnya. 
 
Sebagian besar hutan alam yang ditebang oleh pemasok kayu APRIL sejak 2009 
kemungkinan dianggap sebagai Hutan Bernilai Konservasi Tinggi menurut berbagai pihak 
pemangku kepentingan yang didukung Toolkit74: 

 Hutan-hutan berada di atas lahan gambut dalam dan pada “Kawasan Hutan Lindung” 
yang dilindungi oleh pemerintah (Nilai Konservasi Tinggi [HCV] 1.1 dan HCV 3 dan HCV 
4.1  (Peta 5). 

 Hutan-hutan merupakan habitat potensial bagi harimau Sumatera yang sangat terancam 
punah (HCV 1.2), dan “sektor eko-floristik” yang sangat terancam punah dan terancam 
punah (HCV 3) 75, 76) (Peta 9). 

 
Namun, meskipun penerbitan kebijakan perlindungan HCVF perusahaan pada tahun 2005, 
penerbitan sertifikat interim FSC CW pada tahun 2008, lepasnya sertifikat dan sampai dengan 
tanggal laporan ini, PT. RAPP, PT. SRL dan para pemasok kayu lainnya telah terus menebangi 
lahan gambut dalam dan hutan lainnya tanpa penilaian HCV yang didukung oleh para 
pemangku kepentingan. Bahkan, pada tahun 2009, tahun di mana APRIL telah berkomitmen 
untuk bebas dari MTH, tampaknya merupakan awal dari serangan habis-habisan terhadap 
hutan gambut Sumatra yang paling berharga dan juga terhadap iklim global. Yang tersisa 
adalah laporan lama yang tertinggal untuk ditampilkan pada halaman web perusahaan dan 
arsip di internet, yang terus mencoba dan melakukan greenwash atas kegiatan APRIL. 
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Peta 9. Dampak pembukaan lahan gambut dan deforestasi oleh para pemasok kayu APRIL di 
habitat potensial harimau dan gajah Sumatera, serta di “sektor eko-floristik” yang sangat 
terancam punah dan terancam punah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 3. Konsesi PT. RAPP di Sungai Kampar di mana hutan alam ditebangi. Beberapa 
pohon Ramin yang tersisa "diselamatkan" meskipun kelangsungan hidupnya 
dipertanyakan. Sebuah foto udara oleh EoF pada tanggal 30 Mei 2012 

Planned deforestation 
appears finished. 
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Rekomendasi Eyes on the Forest kepada APRIL  
 
Eyes on the Forest menghimbau APRIL/RGE dan para pemasok kayunya untuk 
melaksanakan hal-hal berikut ini: 
 
1)  APRIL dan para pemasok kayunya tidak akan membangun atau memulai beroperasi 

atau berasosiasi dengan fasilitas manufaktur pulp apa pun (baik baru, maupun dengan 
kapasitas yang diperluas dengan cara apapun, misalnya melalui de-bottlenecking) 
tanpa pihak ketiga independen, yang dapat diterima baik oleh APRIL maupun 
masyarakat sipil termasuk Eyes on the Forest, telah memverifikasi APRIL memiliki 
kesempatan dan rencana operasional yang layak untuk menghidupi pabrik dengan 
pasokan kayu berbasis perkebunan lestari yang tumbuh tanpa menggantikan hutan 
alam dan pembukaan atau pengaliran lahan gambut. 

2)  Paling lambat setelah 1 Juli 2013, tidak ada pabrik yang telah ada atau yang akan 
datang yang terkait dengan APRIL akan menerima:  
a. semua jenis serat hutan alam yang dipanen dari tanah gambut dengan kedalaman 

apapun; 
b. setiap serat hutan alam dari hutan bernilai konservasi tinggi sebagaimana 

didefinisikan dan diidentifikasikan dengan mengikuti berbagai pemangku 
kepentingan yang didukung HCV Toolkits dari negara yang bersangkutan, yang 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal; 

c. setiap serat yang dipanen dengan melanggar undang-undang, aturan dan peraturan 
yang berlaku, atau 

d. setiap serat dari daerah dimana masyarakat lokal dan masyarakat adat belum 
memberikan persetujuan bebas, diberikan sebelumnya, dan diinformasikan, kepada  
APRIL dan kegiatan para pemasok kayunya; 

e. di samping itu, sesuai dengan komitmen ini akan diverifikasi oleh pihak ketiga yang 
independen, yang dapat diterima baik oleh APRIL maupun masyarakat sipil termasuk 
Eyes on the Forest. Semua misi verifikasi dapat dikawal oleh anggota masyarakat sipil 
termasuk Eyes on the Forest. Sampai verifikasi tersebut tersedia, APRIL tidak akan 
menerima pasokan serat dari hutan alam manapun. 

3)  APRIL akan memberikan masyarakat sipil termasuk Eyes on Forest akses menuju konsesi 
dan pabrik pemasoknya untuk memantau dan memverifikasi baik secara langsung 
maupun jarak jauh semua komitmen setiap saat dan tanpa pemberitahuan terlebih 
dahulu, termasuk  
a. depot kayu untuk memeriksa, antara lain, keberadaan serat hutan alam; 
b. ruang udara untuk memfoto dan rekaman video depot kayu, dan pembukaan gambut 

dan kegiatan penebangan hutan; dan 
c. dokumen untuk memverifikasi, antara lain, asal pengiriman. 

4)  APRIL akan membuat rekening wasiat yang dikelola oleh pihak ketiga yang independen, 
yang dapat diterima oleh APRIL dan masyarakat sipil termasuk Eyes on the Forest untuk 
membayar semua kegiatan pemantauan yang berhubungan dengan komitmennya. 

5)  APRIL akan menjalani prosedur formal untuk dapat mendapatkan lagi “kontrol kayu” FSC, 
dan mengikuti semua standar yang diperlukan dikurangi aturan tahun 1994. 

6)  APRIL akan memberikan kompensasi untuk semua hutan alam/HCVF yang ditebang 
setelah tahun 2009 yang melanggar komitmen publiknya untuk 100% bebas dari serat 
hutan alam. Kompensasi akan diberikan dengan melindungi blok hutan alam dengan 
ukuran yang sama di lanskap penting yang bukan milik APRIL dan para pemasok kayunya. 
Lanskap yang cocok akan diidentifikasi oleh anggota masyarakat sipil termasuk Eyes on 
the Forest. 
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Rekomendasi Eyes on the Forest kepada pembeli dan mitra usaha APRIL lainnya  
 
Eyes on the Forest memperingatkan para pembeli dan stakeholder lainnya untuk tidak 
terjebak oleh kampanye greenwashing APRIL termasuk apa yang disebut sebagai konsep 
pembangunan yang mentransformasikan gambut.  
 
Sampai penilaian pemantauan masyarakaat sipil yang independen, dan transparan 
mengkonfirmasi bahwa SMG/APP telah mengambil tindakan di atas dengan cara yang 
memuaskan, Eyes on the Forest menyerukan kepada perusahaan untuk memutuskan semua 
hubungan dengan APRIL dan entitas bisnis terasosiasi mereka.  
 
Demi melindungi hutan Indonesia, Eyes on the Forest merekomendasikan untuk tidak 
mendukung APRIL melanjutkan penebangan hutan dengan pembelian produk mereka atau 
hubungan bisnis lainnya. Pejabat pemerintah saat ini sedang di penjara karena praktek 
korupsi pada saat mengeluarkan izin penebangan hutan untuk perusahaan-perusahaan yang 
berasosiasi dengan APRIL77. 

 
HABIS 

 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

Editor Eyes on the Forest  
Email: editor(at)eyesontheforest.or.id 
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Lampiran 1. Kronologi Konflik Sosial  
 

 Pada tanggal 20 Juni 2009, delapan hari setelah keputusan kontroversial 2009 
dikeluarkan untuk PT. RAPP, warga Teluk Meranti dan Teluk Binjai melayangkan surat 
kepada perusahaan menyampaikan bahwa mereka menolak kegiatan perusahaan di 
Kampar78.   
 

 Pada tanggal 27 Oktober 2009, LSM lokal dan nasional mengeluarkan pernyataan 
bersama yang berisi penolakan terhadap penebangan hutan PT. RAPP di Kampar yang 
terjadi pada hak masyarakat atas tanah untuk mengelola tanah dan hutan milik leluhur 
mereka79, 80. 
 

 Pada tanggal 22 Desember 2009, WALHI Riau menerbitkan sebuah laporan investigasi 
atas penebangan hutan PT. SRL di Pulau Rangsang dan aksi protes keras dari masyarakat 
di 13 desa setempat81. 
 

 Pada Juli 2010, 14 LSM mengajukan gugatan hukum terhadap Menteri Kehutanan terkait 
dengan izin yang diberikan kepada PT. RAPP di Semenanjung Kampar di Pengadilan Negeri 
Pelalawan82.   
 

 Pada bulan Agustus 2010, warga desa Teluk Meranti mengajukan petisi kepada 
pemerintah Kabupaten dan DPRD Pelalawan untuk menghentikan penebangan hutan alam 
dan mencabut izin pemasok APRIL. Setidaknya 150 warga desa Teluk Meranti bersama 
dengan perwakilan LSM memprotes kegiatan PT. RAPP di Kantor Bupati Pelalawan dan 
DPRD.83  
 

 Pada saat yang sama 429 warga Teluk Meranti mengirim petisi resmi kepada perusahaan 
yang secara resmi menolak perjanjian yang disebut oleh perusahaan sebagai "forum 
perwakilan masyarakat", dengan alasan bahwa mereka tidak terlibat dalam pengambilan 
keputusan, dan bahwa perjanjian tersebut merugikan masyarakat dan menghilangkan 
hak-hak penduduk desa atas kepemilikan hutan Kampar.84  
 

 Pada Februari 2011, sebuah koalisi LSM yang disebut "koalisi Anti-Perusakan Hutan" Riau 
menghimbau pemerintah Indonesia untuk menghentikan kegiatan penebangan hutan 
alam dengan mencabut semua izin yang dikeluarkan untuk para pemasok kayu APRIL 
termasuk PT. RAPP dan PT. SRL85. 
 

 Pada bulan Agustus 2011, ABC News Australia melaporkan konflik sosial sehubungan 
dengan kegiatan PT. RAPP di Kampar dan Pulau Padang.86 
 

 Pada 26 Oktober 2011, masyarakat Teluk Meranti, yang diwakili oleh Kantor Bantuan 
Hukum Riau (KBH) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru, mengajukan gugatan 
warga negara terhadap Menteri Kehutanan, Bupati Pelalawan dan PT. RAPP di Pengadilan 
Negeri Pelalawan87. 
 

 Pada bulan November 2011, warga Pulau Rupat membakar beberapa alat berat dan kamp 
pekerja sebagai aksi protes atas kegiatan penebangan hutan oleh PT.SRL di pulau 
tersebut88. 

 
 Pada bulan November 2011, warga Pulau Padang berbondong-bondong menuju ke 

kompleks DPRD di Pekanbaru untuk mendesak Dewan Legislatif (DPRD) Riau untuk 
membantu menhentikan kegiatan PT. RAPP di pulau atas sengketa lahan dan masalah 
lingkungan89. 
 

 Pada Januari 2012, warga Pulau Padang menjahit mulut mereka di Jakarta sebagai aksi 
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protes terhadap kegiatan PT. RAPP di lahan tradisional mereka, setelah berminggu-minggu 
melakukan aksi protes di Jakarta, mereka meyakinkan Kementerian Kehutanan untuk 
menangguhkan sementara kegiatan penebangan oleh PT. RPAP di pulau tersebut. Serta 
membentuk tim mediasi untuk menelaah kasus90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Organisasi masyarakat 
sipil di provinsi Riau meluncurkan pernyataan bersama yang menyerukan kepada 
Pemerintah Indonesia untuk meninjau keputusan menteri SK 327 tahun 2009 yang 
merupakan dasar bagi konsesi PT. RAPP di Pulau Padang konsesi, yang meliputi 37% dari 
permukaan pulau (110.000 hektar)97, 98. 

 
 Pada bulan Maret 2012, kelompok-kelompok masyarakat sipil di Provinsi Riau mengutuk 

kekerasan yang ditunjukkan oleh PT. RAPP yang membubarkan aksi protes sengketa tanah 
masyarakat Gunung Sahilan, dengan aksi kekerasan pada tanggal 6 Maret dengan memukul 
sepeda motor dan menyerang penduduk setempat99. 
 

 Pada bulan Maret 2012, penduduk desa Teluk Meranti memplester mulut mereka dengan 
lakban hitam di depan Pengadilan Negeri Pelalawan selama persidangan kasus100. 

 
 Pada bulan Maret 2012, EoF dan media lokal menemukan PT. SRL di Pulau Rupat menebang 

habis pohon Ramin dan perusahaan masih menebang habis hutan di tengah konflik dengan 
masyarakat di mana mediator menghimbau perusahaan untuk menghentikan kegiatan karena 
sedang dilakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa.101 

 
 Pada bulan April, 2012, Zainuri Hasyim dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) 

Bagian Riau mengatakan bahwa PT. SRL telah melanggar aturan dan pedoman dalam 
mengelola kegiatan di konsesi mereka. Berdasarkan temuan tersebut, sertifikat pengelolaan 
hutan produksi lestari (PK-PHPL) yang diperoleh oleh PT SRL pada tahun 2011 dapat dicabut 
oleh Departemen Kehutanan yang harus mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan.102 
 

 Pada bulan Mei 2012, warga Teluk Binjai yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan 
dengan PT. RAPP memulai aksi protes mereka terhadap perusahaan denganmenyatakan 
bahwa perusahaan telah mengingkari janjinya untuk menyediakan 6.000 hektar "perkebunan 
tanaman hidup”.103  
 

 Pada bulan Juni 2012, Jikalahari mengecam Bupati Pelalawan karena mengabaikan usulan 
masyarakat untuk mengelola hutan komunal di Semenanjung Kampar dan mengkritik sikap 
pilih kasih atas proyek "Restorasi Ekosistem", proyek "greenwashing" APRIL.104 
 

 Pada tanggal 29 Juni 2012, koalisi yang disebut "Koalisi Pendukung Perjuangan Rakyat 
Kepulauan Meranti" mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan 
konflik kehutanan di Pulau Padang khususnya untuk mencegah tindakan ekstrim lebih lanjut 
yang dilakukan oleh warga. Koalisi menghimbau Presiden untuk menangguhkan izin PT. RAPP 
di pulau tersebut. Para anggota koalisi adalah Walhi Riau, Serikat Tani Rakyat, PRD Riau, 
Jaringan Masyarakat Gambut Riau, Jikalahari, Greenpeace, Kabut, TII Riau, Scale Up, Rumah 
Pohon).105 
 

 Pada bulan Juli 2012, masyarakat Pulau Padang menyampaikan surat kepada Presiden 
Indonesia yang mendesak beliau untuk menghentikan kegiatan PT. RAPP106.   
 

 Pada akhir September 2012, sebuah tim pencari fakta yang dibentuk oleh dewan penasehat 
Presiden SBY mengunjungi Pulau Padang untuk menemukan penyimpangan dalam perizinan. 
Sedangkan, tim untuk Kerentanan Gambut yang didirikan oleh Departemen Kehutanan 
kemungkinan terpecah karena adanya perbedaan pandangan dalam melaksanakan penelitian. 
Sedangkan, tim batas/delineasi dari APRIL dan lembaga pemerintah (BKPH) telah selesai 
melakukan survei mereka dan akan melaporkannya kepada Menteri. Tim pencari fakta 
kerentanan lahan gambut diprotes oleh LSM karena mereka mengatakan bahwa tim tidak 
bisa melakukan survei karena APRIL belum melakukan kegiatan di pulau107, 108. 
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